
 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Penelantaran anak yang ada di Kawasan malioboro ini sudah marak terjadi 

dan tidak banyak lapaoran yang sampai ke kepolisian dikarenakan syarat 

yang harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pelapor. Mirisnya 

masih banyak orang tua dan masyarakat yang membiarkan penelantaran 

anak terjadi tanpa adanya bantuan atau tindakan yang dilakukan. Berikut 

kesimpulan penulis mengenai pertanggungjawaban pidana ayah biologis 

terhadap penelantaran anak diluar nikah yaitu : 

1. Pertanggungjawaban pidana ayah biologis yang menelantarkan anak 

diluar kawin dikawasan malioboro. 

Berdasarkan Pasal 77b Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak dapat diminta pertanggungjawaban dengan 

dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). 

Kasus di Yogyakrta tidak dapat ditemukan atau belum ada yang 

melaporkan, namun hingga saat ini yang pernah ada dan tercatat di 

Pengadilan Tinggi Padang dengan pidana penjara 3 bulan dikurangi 

masa penahanan. (Nomor 86/PID.SUS/2021/PT PDG) 

2. Kendala dalam memproses pertanggung jawaban pidana ayah biologis 

yang menelantarkan anak kawin nikah dikawasan malioboro mencakup 
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a. Data yang harus valid seperti kartu keluarga jika sudah sah menikah. 

 

Jika tidak menikah atau di dalam kartu keluarga tidak ada ada nama 

ayah, maka bisa dibuktikan dengan test DNA. 

b. Korban bisa melapor kepada pihak kepolisian jika memang bisa 

terbukti tidak diberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut terhitung 

dari tanggal terakhir diberi nafkah. Jika disaat saat terakhir akhirnya 

diberi maka itu akan terhitung 3 bulan terhitung dan menunggu 3 

bulan lagi. 

B. Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis menyarankan : 

1. Semua Kalurahan atau yang mengelola kampung lebih memperhatikan 

untuk sisi anak-anak jika ada yang memang terbukti menelantarkan anak. 

Anak bisa dibawa ke Yayasan atau Panti Asuhan sementara untuk mendapat 

perhatian lebih. 

2. Pihak Kepolisian unit PPA agar lebih aktif dan fokus lagi untuk melakukan 

sosialisasi pencegahan penelantaran anak. 
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